- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
bpkp » V' PERWAKILAN BPKP PROVINS! MALUKU UTARA

l| MOMOK | .I'.| P-12/PW33/

| TAMGGAL 7 larusri 2019




Kepala Perwakilan BPEP
Provinsi Maluku Utara

KATA PENGANTAR

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Maluku Utara

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
limpahan rahmat dan karunia-Mya, Laporan Kinerja Tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dapat kami terbitkan, Laporan ini
merupakan gambaran capaian kinerja yang dilakukan oleh Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2018 sebagaimana
yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

Perwakilan BPKP Maluku Utara terus berupaya meningkatkan peran
pengawasan BPKP sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem
Pemerintah {SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian
Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern
Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden
Narmor 1 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
MNasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
mengarahkan kebijakan dan sirategi pengawasan BPKP untuk
mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu
pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan
lerpercaya.

Hal ini sejalan dengan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang
mengusung Tema :

“Auditor Internal Femerintah Rl Berkelas Dunia Untuk Meningkatkan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Fembangunan di Wilayah
Provinsi Maluku Utara"

Besar harapan kami Laporan Kinerja inl dapat menggambarkan hasil
capaian yang lelah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara dan lebih dari itu semoga Laporan Kinerja ini dapat dipergunakan
demi kemanfaatan vang lebih besar .-
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PENDAHULUAN
A. Tugas dan Fungsi Organisasi

esual dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di
‘bawah dan berfanggung jawab kepada Kepala BPKP.dengan flgas sebagal

benkut

1. Melaksanakan pengawasan intemn ferhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau
daerah atas kegiatan yang bersifal lintas sektoral,

2. Melaksanakan kegiatan pangawasan kebendaharaan umum negara;

" 3 Melaksanakan kegiatan laln berdasarkan penugasan dar presiden dan atsu atas
= permintaan kepala dasrah

- 4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada wilayah kerjanya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan
keuangan dan Eemha_ngunan sasual den_gan ketantuan perundang- un:}an_g_an

mﬂamn g tugas fersebut, Perwakilan BRKR Rrovinsi Maluku Utara melaksanakan fungsi

ael:mgal rikut:

1. Perencanaan dan program,

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;

S

Pelaksanaan pembinaan APIF;

4. Pengawasan terhadap pengeiolaan APBD dan pengurusan barang milik/kekayaan
daerah atas permintaan daarah;

5. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat sirategis
dan/atau lintas kementrian/lembagalwilayah;

6. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di witayah kerjanya;
7. Pembenan asistensi panyusunan laporan akuntabilitas kinerja akuntabilitas pemerintah;
8. Pembenan asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

9. Pembarian asistensi terhadap pengelolsan keuangan negara/daerah, Badan Usaha
Milik Negara (BUMM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kinera instansi
pemeriniah pusat’‘daerah/BLIMNBLUMD,

10. Pengawasan terhadap BUMM, badan badan lain yang di dalamnya terdapat
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kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sera
kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang
diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan good coorperate govemance dan laporan akuntabilitas
kinera pada BUMN, badan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
pemernntah, dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn,

12, Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara,
BUMN, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pengawasan {erhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan
audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan
ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

13. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serla pengendalian
muty pengawasan; dan

14. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Perjalanan BPKP Mengawal
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B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Wiara terdii dari arah kebijakan
pengawasan dan strategi pengawasan. Keduanya mengacu pada arah kebijakan dan
strategi pengawasan BPKP

y Arah Kebijakan Pengawasan

Kerangka kebijakan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk
mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
terpercaya, mencapai lerwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intem
pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan
dalam penerapan pengawasan intem yang independen, profesional dan sinergis sera
kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan
efektf,

Arah kebijakan pengawasan Perwakilan BFKP Provinsi Maluku Utara secara rinci, sebagai
berikut :

1. Peningkatan kapabiltas pengawasan infern melalui pendekatan Intermal Audit Capabiity
Model (|A-CM) sehingga Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mampu
mendorong pemantapan penarapan sistem pengendakan intern
kementerianfiembaga/pemerintah daerah/korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi
dengan AFIP lain dalam membangun fata kelola pemerntah yang baik (good
govemance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemaniauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-
sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemeérintah daerah dan korporasi untuk
mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di
RPJMN 2015-2019;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalu pengawasan untuk maningkatkan penerimaan
negara/daerah, pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengawasan
terhadap oplimalisasi pemanfaalan asel negara/daerah, pengawasan pembiayaan
keuangan negara/daerah, dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana
transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daarah yang efektif melalul debofiienecking dan cieanng
house, pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi.
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L. strategi Pengawasan

Strategi pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Uara sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) 2015-2019 yakni fokus pada peningkatan kualitas hasil pengawasan
terhadap isu-isu strategis meliputi pengawasan Program Strategis Nasional (PSN),
mengawal akuntabilitas dan fransparansi Pemerintah Daerah, penguatan SPIP, penguatan
kapabilitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia pada Internal Perwakilan
BPKP Provinsi Maluku Utara

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Untuk meiaksanakan tugas dan fungsi crganisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1 Pengawasan untuk meningkatkan pengamanan aset negara/dasrah, melipufi -

a Pangawalan akuniabilitas pengelolaan keuangan yang mendukurig implementasi
e-governmeanl pada pemeriniah dasrah,

b, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dessa;
2 Pengawasan untuk meningkatkan penerimaan dan efislensi pengeluaran negara/daerah,

maliputi;
a avaluasi atas penerimaan negara/daersh; dan
b, evaluas: kebijakan fiskalldana transfer (contohnya DAK).
3 Pengawasan atas tata kelola percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), meliputi:
a reviu tata kelola PSN pada Kementenan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b raviu tata kelola PSN pada Kementerian Perhubungan;
i ravviu 1ata kelola PSM pada Kemantanan Perindustrian

4. Pengawasan lintas sektoral atas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maliputi
EEE Morotai:

5. Pengawasan lintas sektoral atas pembangunan kedaulatan Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (EBTKE), maliputi PLTS Morotai:

8, Pengawasan lintas sekioral atas pembangunan pariwisata Kawasan Strategis Pariwisala
Masional (KSPN), maliputi KSPN Marotas:

¥, Pengawasan lintas sektoral atas pembangunan kedaulatan pangan, melputi

a Audit atas Laparan Keuangan Smallhalder Livelthood Development Program in Eastern
indonesia (SOLID) Loan IFAD-L 835-10 dan Grand GIC-1D pada Kabupaten Halmahera
Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupsten Halmahera Utara;

b Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasionsl B12 pada Dinas Ketahanan Pangan:

C. Evaluasi Tata Kalola Beras

8  Pengawasan lintas sektoral atas pembangunan maritim dan kelautan, maliputi

a Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi CCOP IFAD- Grant Number 1-C-1392-0D dan
Trust Loan E-16-1D Tahun anggaran 2017
b Manitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional B12
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4. Pengawasan lintas sektoral atas pembangunan pondidikan; malipuli,

a. Evaluasi Pengelolaan Kauangan PNBP TA 2017,

b, Joint Audit pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2017 pada sambilan paket
pengadaan;

= Evaluasi Kelapatan Sasaran Penenma Program Indonasia Pintar

10, Pengawasan lintas sektoral atas pembangunan kesehatan, meliputi; Audit Kinerja Pragram
Jaminan Kesahatan Nasional (JKN) Tahun 2017

11, Pengawasan atas prioritas infrastruktur dasar pembangunan nasional lainnya, meliputi,

B Pemetaan Penggunaan Produk Dalam Megeri dan Tingkat Komponen Dalam Megen
Tahun 2018 pada Unit Kearja-di Lingkungan Kementerian PLUFR;

b, Audit atas Laporan Keuangan KOTAKLU,

& Audit ates Laporan  Keuangan PHNPM Mandiri Pardesaan;

d, Audit atas Laporan Keusngan Pamsimas.

12. Pengawasan Keinvestigasian, maliputi;

audit invastigatif,

audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negarg;

pamberian keterangan ahki;

peningkalan kapabilitas penpelolaan risiko fraud melalsi Masyarakat Pembelajar Anti
Karupsi (MPAK),

fraud control plan; dan

avaluasi hambatan kelancaran pembangunan

o oW

= m

13: Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola, maliputi

a. panyerapan anggaran pamda dan pengedaan barangfjesa pertriwulan;
b evaluasi kinarja panyalanggaraan pemerintah daarah;

5] pvaluasi system akuniabilitas Kinera instansi pemenntah;

d evaluasi kinerja BUMD dan

g evaluasi kinarja BLUD

14, Pengawasan untuk maningkatkan tingkat maturitas/efektivitas SPIP, meliputi: cosching
clinic, bimtek, asistensi, monitoring, dan evaluas:

153 Pengawasan untuk moningkatkan tingkat maturitas/efektivitas APIP, malipuli coaching
clinic, bimtek, asistensi, monitoring, dan evaluasi
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D. Struktur Organisasi

Sesual dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara merupakan perwakilan BPKP yang berkedudukan di Ternate dan dipimpin oleh
seorang Kepala Perwakilan dengan struktur organisasi seperti berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BPFEP PERWARILAN MALUKLU UTARA

| erem Pariaan |
I Mid Baptiti |

Bammibie Paaiane

& S
iz W A E ﬂ E

Al |
i | ey | n..-..l.-un.-:...-.-. | iqﬂ-t-l.i."ln

Jumlah sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara per 31 Desember
2018 sebanyak 92 orang, terdiri dari 57orang PNS, 19 orang CPNS dan 16 orang non-PNS.
Rincian pegawai per bidang/bagian seperti Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rincian Pegawai Per Bidang/Bagian

1. | Kepala Perwakilan 1 1
2| Bagian Tata Usaha 1 = SN

Sub Bagian Keuangan 2 2 2 B

: Suh Bagian Kepegawaian dan Umum 3 1 14 18

Ehdang Pengawaszan IPP 13 B - 12

Bidang Pengawasan APD 12 5 - 17

j:dﬂ'lg FPengawasan AN 1 - 10

9. | E;idang Pengawasan knvestigas B 2 - 10

‘8. | Bidang Pangawasan P3A B 2 = 10

' RN Jumlah i 7 19 18 92

'} .h.ln'i.ah CFNE S-ehan'.lah. 19 arang tﬂubul: n‘m‘upatan pugama vang diempatkan di Perwakilan BRPEP Provinsi
Maluku Utara berdasarkan SK BPHP MNomor KEP-SBO/K SLAD22018 dan KEP-SB2/_SUA022018 langgal 23
Movemnber 2018 yang leiah ditindaklandull oleh Persakilan dengan penempadan pada masing-ntasing  bidang
pengawasan berdasarkan SK Kepala Perwakilan BPEP Provinsi Matuke Utara Momor 02PW3INIZ09 tanggal 4
Januati 2019,

h---_-_-_-_-_-_-_‘_-_'__‘—-——_
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Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dirinci dalam Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian Pegawai Per Kejadian Mutasi

it Mutasi Posisi
aEisi osis]

- Tahun 2018
01-01-2018 31-12-2018

Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, jumiah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rincian Pegawai Per Golangan
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Berdasarkan jenjang pendidikan, jumiah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4
Rincien Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Urafan 22 314 |.B3 | SLTA SLTP 5D Jumlah
4+  Pejsbat Struktural 2 7 |- > = = 4
1
4 Korwas Kelompok JFA 2 3 | = F o - g
i Peabat Fungsional Auditor 1 38 | & - - - 45 i)
+ Pejabat Fungsional Umum - T | - 2 - - 3
4 Calon Pejabal Fungsionzl Auditor - 2 14 - - - 16
+ Calon Pejabat Fungsional Umum - - s - - . 3
Jumlah 5 | 4 |23 2 = L -~ 76

Berdasarkan jenjang jabatan auditor, jumlah pegawai dapat dirinci dalam Tabel 1.5 berikut:

Tabel 2.5
Rincian Pegawai Berdaserkan Jenjang Jabatan Auditor

Jenjang Jabatan Auditor

4 Auditor Madya selaku Kaordinator Pengawasan Bidang ] 5

4 Auditor Madya selaku Pengendali Tehn.i.s . :3 o,
1 l Auditor Muda B

4 Auditor Parlama - e Z3 z2B

L  Calon Auditor Partama ) 2

Auditor Terampil
4+ Auditor Penvella - =
4+ Auditor Pelaksana Lanjutan -
4+ Auditor F;ElEIkEEI':IE_ - B

4+ Calon Auditor Pelaksans 14
Jumlah BE
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Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini disusun dengan memedomani PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014,
formal, substansi, dan pengukuran LKj tahun 2018, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |
PENDAHULUAN

BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV
PENUTUP

Pada bagian ini disajikan penjelasan umum tentang
organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yaitu
meliputi;

A Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi

C. Keqiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

Sistermnatika Penyajian

Pada bagian ini disajikan secara ringkas mengenai
perencanaan strategis yang mencakup visi, misi tujuan
dan sasaran, seria indikator kinerja utama, termasuk
perjanjian kinerja tahun 2018.

Fada bagian ini disajikan realisasi dan capaian kinerja
organisasi yang diperjanjikan dan kinerja lainnya,
termasuk analisisnya. Pada bagian ini juga disajikan
akuntabilitas penggunaan anggaran atas kinerja.

Pada bagian Ini disajikan kesimpulan dan saran alas
capaian kinerja tahun 2018.




Perencanaan
Kinerja
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FERENCANAAN KINERJA
A, Perencanaan Strategis 2015-2019

Pernyataan Visi

Visl merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan, Pernyataan visi harus
bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberkan tantangan sera menumbuhkan
motivasi yang kuat bagi pegawal Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. untuk
mewujudkannya.

Auditer Internal Pémerintah Republik Indonesio
‘Berkelas Dunia Untuk Meningkatkan Akuntabilitas
H‘Eﬂﬂﬁlﬂﬂﬂ'ﬂ Keuvangan dan 'Pambangunan
Nasional di Provinsl Maluku Utara

Pernyataan visi di atas mengandung makna:
1.  Auditor Internal Pemerintah RI

Perwakilan BPKP Provinsl Maluku Utara merupakan instansi yang berada di bawah dan
bBertanggung jawab kepada Kepala BPEP, yang dibentuk dalam rangka melaksanakan
fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah Provinsi
hrl':gfﬂkl.'l Utara, Kepala BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik
Indonesia.

Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang secara tidak langsung berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada presiden menjamin independensi Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara sebagal auditor internal/APIP. Independensi APIP merupakan poin
penting untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
sebagal auditor internal berkelas dunia, yaitu
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a. Profesionalisme Sumber Daya Manusia

sumber daya manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan
due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib
memeanuhi persyaratan minimal,

SDM Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara yang memiliki kompetensi minimal dalam
bidang pegawasan diarahkan menjadi personel yang memiliki kompetensi sesuai tujuan dan
sasaran strategis, Peningkatan kompetensi dilakukan untuk menjamin kualitas proses
pengawasan,

b. Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas sektor di kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah diwujudkan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan
pengawasan berkualitas yang Independen dan objektif

Setiap auditor di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara memiliki keahlian dan
kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerja sama tim, paham atas
budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di Perwakilan Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara selalu mengusahakan
peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan
dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan alternative solusi serta perubahan
peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan

C. Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Kualitas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara baik yang berupa
assurance maupun conswifancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup
signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah dan pencapaian program pembangunan,

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat 2 ruang lingkup terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
pembangunan, yaitu fungsi manajemen dan lingkup APBN. Terkait fungsi manajemen,
lingkup pengawasan intern meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban. Terkait lingkup APBN, pengawasan intern meliputi fungsi
penerimaan, program prioritas nasional, dan kewajiban fiskal,

Pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk

merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi
perhatian presiden dan kepala daerah atau masyarakat luas
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Pernyataan Misi

Misi merupakan tahapan yang harus dilalul untuk mencapal Visi. Selain itu misi adalah deskripsi
atau tujuan mengapa organisasi dibentuk,

1. Menyelenggarakan pengowasan intern terhadop akuntobilitos pengeloloan keuongan don
pembangunan nasional guna mendukung tato kelolo pemerintohon dan korporasi yong
bersih dan efektif

2. Peningkaton ruang fiskal

3. Membina penyelenggaraon sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif

4. Mengembangkan kapabilitas pengowasan intern pemerintah yong professional dan
kompeten

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Pembangunan Nasional Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan
dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP di perwakilan serta manfaat BPKP
di daerah Maluku Utara. Tugas dan fungsi dimaksud adalah *Pengawasan intern terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu "Mendukung
tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif”.

2 Peningkatan Ruang Fiskal

Misi ini mengandung pengertian bahwa tugas dan fungsi BPKP di Perwakilan adalah dalam
rangka bersama sama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan kemampuan ruang
fiskal daerah meliputi optimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan sidang tuntutan ganti
rugl (TP-TGR) maupun fungsi keinvestigasian yang mendorong pengembalian kerugian
negara/daerah ke kas negara maupun kas daerah.

3 Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang Efektif

Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan keglatan dalam rangka mencapai tujuan
sualu organisasi, termasuk organisasl pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu
sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai berdasarkan PP 60
Tahun 2008, Sesuai dengan PP tersebut, BPKP dan Perwakilan BPKP diberikan mandat
untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP,

4 Mengembangkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Upaya pembentukan budaya pengawasan di pemerintahan, diwujudkan dengan peran
perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif APIP yang
efeklif dapat mendorong pemerintahan di wilayah kerja APIP terhindar dari perilaku-perilaku
koruptif baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan,

_-h-_-_-_‘_'_"‘"———._
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Program, Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Program

Dalam melakukan pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melaksanakan 2
program; program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan
nasional serta penyelenggaraan SPIP dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya.

Hasil yang diharapkan (sasaran kinerja) masing-masing program seria indikator kinerjanya
disebutkan sebagai berikut:

1. Program Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
MNegara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

—
e

Perbalkan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negara/korporasi, dengan indikator:

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik;

Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal balk:
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian, dengan indikator:
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan;
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH:
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan cleh K/IL/IP/K;
Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga vyang dimanfaatkan oleh
KILIPIK:

Meningkatnya penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan nasional, dengan
indikator persentase penyelesaian kasus hambatan kelancaran pembangunan,
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan
korupsi, dengan indikator persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan Fravd
Control Plan (FCP). termasuk Fraud Risk Assessment (FRA).

Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi, dengan
indikator Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat,

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pemerintah daerah, dengan indikator
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2:

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Leval 3;
Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah, dengan indikator:
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabhilitas Leve! 3:

Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2;

Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3:
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2.
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Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP,
dengan sasaran tersedianya dukungan teknis kepuasan atas
pelayanan sekretariat utama, dengan indikator kepuasan atas
pelayanan sekretarial utama (skala likert 1-10),
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B. Perjanjian Kinerfa Tahun 2018

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggl kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang diserlai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja dalam laporan kinerja ini adatah
antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BFKP Provinsi Maluku Utara.

Pada perjanjian kinerja tahun 2018 Kepala BPKP menugaskan Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan 2 program dan 9 keaiatan yang disertai 28
Indikator Kinerja Utama, Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
telah disediakan anggaran sebesar Rp15.987.196.000 yang kemudian sampai pada akhir
tahun anggaran direvisi menjadi Rp15.324.075.000. Perjanjian kinerja tahun 2018 terlampir.
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Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran
program secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISAS| %

CAPAIAN

Sasaran Program 1 : Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan

Keuangan Hagﬂmfl{urpnrn!
1.1 | Persentase Tindak Lanjt Rekomendasi | %% 80 | &5 108
Hasil Pangawaszan
1.2 | Parsentase BUMN/ anak perusahaan | % [ - - -
dengan skor GGG baik
1.3 | Persentase BUMN/ anak perusahaan yang | % ' | -
kinerjanya berpredikal minimal A (baik) |
' 14 | Persentase BUMD yang kinedanya | % | 55 50 91
minimal berpredikat baik dan BUMD yang
dievaluasi
1.5 | Persentase BLUD yang tala kelolanya % 56 | 100 182
minimal cukup baik dan BLUD yang [
dievaluasi _
| Sasaran Program 2 : Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
2.1 | Persentase hasil pengawasan % 150 ) 25 50
keinvestigasian yang dimanfaatkan d
persidangan
22 | Parsentase hasil pengawasan | % 72 0 0
keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh [
! APH
' 23 | Persentase nasil pENgawasan % | B5 100 154
I keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh |
; KILIP/K I
4 | Persenase hasil audd penyesusian harga | % | - | = |

yvang dimanfeaikan alah KILIPK

25 |Persentase hasil audit klam yang % - - - |
| dimanfaatkan oleh KILIP/K |
|

| -
Sasum Program 3: Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

3.1 | Persentase penyelesaian  hambatan % 5] 100 134
kelancaran pambangunan

‘Sasaran Program 4: Hunlnghninya Kualitas Tata Keolola Pemerintah Dan Korporasi I:lilam
Pencegahan Korupsi
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Capaian sasaran program ini diukur melalui tiga IKU yang terkait langsung dengan kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas nasional dengan
ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ringkasan Targel, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program perbaikan pengstolaan
program priorilas nasional dan pangelciaan keuangan negaratkorporasi

No. IKU Satuan | Target | Realisas! | Capaian (%)
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi

1| Hasi Pangawasan % 60 65 s
Parsentase BUMD yang kinarjanya Al

1.2 | minimal barpradikat baik dari BUMD vang b 55 50 =}
disvaluasi
Fersentase BLUD yang tata kalalanya

1.2 | minimal cukup baik dari BLUD yang 4% 55 100 182
dievaluasi

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dar tiga IKU yang mendukung capaian sasaran program
‘Perbaikan Pengelolsan Program Prioritas  Nasional dan  Pengelolaan  Keuangan
Megara/Korporasi®, lerdapat dua IKU yang memiliki capaian lebih dari 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Perbaikan Pengelolzsan Program Prioritas
Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi® ini sebagai berikut:

IKL 1 Sasaran Program 1
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan” menggambarkan persantase

hasil tindak lanjut hasil pengawasan selama periode tahun 2018 pada Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara

Kinerja indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi KU Persentase Tindak  Lanjut £ 7L Rekomendasi 2018 '

Rekomendasi Hasil Pengawasan “as T Rekomendasi 2018 A

Realisasi IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan® tahun 2018 adalah
sebesar 65% atau tercapal 108% dari target sebesar 60%, dengan perhitungan sebanyak 39
rekomendasi telah ditindakianjuti dari 80 rekomendasi yang disampaikan pada tashun 2018

--_-_-_-_-_-_-_-_‘_'_'——-—-—._
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Realisasi IKL sampai dengan tahun 2018 sebesar 85% lebih tinggi 8% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 57%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 sebesar
108%: lebih tinggl 4% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 104%. Kondisi ini
disebabkan oleh banyaknya tindak lanjul rekomendasi strategis yang dilakukan oleh objek
pemeriksaan (obrik) atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar 30%, maka
realisasi |KU tahun 2018 sebesar 65% telah mencapai 217%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja
tahun 2018 perlu dipentahankan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja KU agar dapat mencapai target tahun 2019
antara lain;

1 Mensosialisasikan dan mengefektifkan Tim dalam memantau objek pemeriksaan (obrik)
atas setiap rekomendasi laporan yang telah dihasilkan :

2. Melaksanakan pemuktahiran data tindak lanjut sehingga temuan-temuan yang tidak
dapat ditindaklanjuti dapat dilaksanakan mekanisme TPTD.

Perkembangan target, realisasi dan capaian IKU sampai dengan tahun 2018 dan target akhir
Renstra tahun 2019 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Ulara disajikan pada Tabel 3.3 dan
Grafik 3.1

Tabel 3.3
Target, Realisasi Dan Capasan Kinerja KU
‘Persentasa Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan’

1 \ Terh: Tahun barjalan Ti Tahun 2018
Tahun Realisasi T i Sh T
Target Capaian Target Capaian
2017 57% 55% 104% 30%
2018 65% B0% 108% 30%
Gambar 3.1

Target, Realisasi Dan Capalan Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pangawasan

.1 .]ﬁ

2017 aam Rengtra

B Targel B Aeabsai Capaian
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IKLU 2 Sasaran Program 1
Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik

IKU “Persentass BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik® merupakan IKU yang
mengukur nilai kinerja dari BUMM/anak perusahaan.

KL tersebut diukur dengan rumus;

i T BUMN/anak perusahaan |
| Realisasi IKU Persentase BUMN/ anak  _ e R e b YA00% |
| Panusahasn cengen skor GOG balk T BUMN/ anak perusahaan |
| yang dievaluas 2018 ;

e 8 =
Realisasi IKU "Persentase BUMN/ anak perusahaan dengan skor GCG baik” tahun 2018 pada
Perwakilan BFKP Provinsi Maluku Utara tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja sehingga
tidak dihitung persentase realisasinya

IKU 3 Sasaran Program 1

Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
{baik)
IKU “Persentase BUMN/ anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)”
merupakan KU yang mengukur kinerja sebuah BUMNfanak perusahaan yang telah berpredikat
minimal A.

Indikator tersebut diukur dengan rumus:

X BUMN/anak perusahaan
Realigass KU Persentase BUMN/  ansk dgn kinera minimal A 2018
perusataan yang kineganya berpradikat minimal = e X 100%
A [haik) X BUMNY anak perusahaan
yang dibina 2018

Realisasi |KU “Persentase BUMN! anak perusahaan vang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik)" tahun 2018 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Wara tidak ditargetkan dalam
Perjanjian Kinerja sehingga fidak dihitung persentase realisasinya.

IKU 4 Sasaran Program 1

Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dievaluasi

..

IKU "Persentaze BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi®
mefupakan jumiah BUMD yang kineganya minimal sehat di tahun 2018 dibandingkan dengan
jumiah BUMD yang dievaluasi. BUMD yang dimaksud adalah PDAM. BUMD selain PDAM tidak
digunakan untuk mengukur indikator ini.
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Indikator tersebul mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :
= _— I BUMD yg kineranya I
Realisas KU Persentase BUMD yang kinaranya minimal baikisahsl 2018
mirimal berpredikat batk dan BUMD yang = = i X 100%
Ij“”“’““ T BUMD yang dievaluasi 2018

Realisasi (KL “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dan BUMD yang
dievaluasi® tahun 2018 adalah sebesar 50% atau tercapai 91% dari target sebesar 55%, dengan
perhitungan tiga BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik/sehat tahun 2018 dari enam
BUMD vyang dievaluasi tahun 2018.

Realisasi [KU tahun 2018 sebesar 50% lebih tinggi 7% dibandingkan dengan realisasi tahun
2017 sebesar 43%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 yakni 91% adalah lebih tinggi
12% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 79%. Kondisi ini disebabkan target IKU
tahun 2018 sebesar 55% dengan penjelasan diharapkan terdapat empat BUMD yang kinerjanya
berpredikal Baik/Sehal, dimana lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sehingga realisasi IKU
tahun 2018 lebih tinggi juga dibandingkan tahun 2017,

Data realisasi IKU "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang
dievaluasi” tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2019 disebabkan karena
pada Renslra tidak spesifik mencantumkan larget tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja IKU dalam rangka meningkatkan BUMD yang
kinerjanya berpredikat Baik/Sehat ditempuh melalui langkah strategis:

1. Perbaikan tata kelola BUMD:
2. Perbaikan manajemen nsiko; serta
3, Perbaikan sistem pengendalian intern BUMD.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 dissjikan pada Tabel 3.4 dan
Grafik 3.2.

Tabel 3.4
Target, Realisasi Dan Capaian Kinera (KU
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat batk dari BUMD yang dievaluasi®

Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2018
Tahun Realisasi
Target Capaian Target Capaian
2017 43% 54% 79% NA NA
2018 0% | 55% B1% NA NA
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Grafik 3.2
Targe!, Realisasi dan Capaian Kinesja
Persentase BUMD yang kinerjgnya minimal berpredikat baik/sehat

dari BUMD yanp dievaluasi
2017
Persenfase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang

201
dievaluasi

= Ta et B Hopligas Chagraian

IKU 5 Sasaran Program 1

IKU *Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi®
merupakan jumiah BLUD yang tala kelolanya minimal cukup baik di tahun 2018 dibandingkan
dengan jumlah BLUD yang dievaluasi. BLUD yang dimaksud adalah Rumah Sakit Umum Daerah
{(RSUD). BLUD selain RSUD tidak digunakan untuk mengukur indikator ini.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

: .
Realisasi (KU Persentase BLUD yang fata ‘E;ﬁm ’“Tﬂ ":"“W"“; 2
kefolanya minimal cukup baik dan BLUD yang = o X 100%
olavaiiasi TBLUD yang dievaluasi 2018

Realisasi KU "Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dar BLUD yang
dievaluasi® tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 182% dari largel sebesar 55%,
dengan perhitungan sebanyak satu BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun 2018
dari satu BLUD yang dievaluasi tahun 2018. Kondisi ini disebabkan tahun 2018 hanya satu BLUD
yang dievaluasi dan dengan hasil kalegori Baik dan berpredikat A dibandingkan tahun 2017
dengan dua BLUD yang dievaluasi dan belum berkategori Baik, sehingga realisasi KU tahun
2018 lebih tinggi juga dibandingkan tahun 2017

Data realisas| KU "Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dar BLUD yang
dievaluasi® tahun 2018 tidak dapat diperbandingkan dengan Rensira 2019 disebabkan karena
pada Renstra tidak spesifik mencantumkan target tersebut,
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Lipaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKL agar dapat mencapai target tahun 2019
antara lain;

1. Perbaikan tata kelola;
2 Perbaikan manajemen risiko;
3. Perbaikan sistem pengendalian intern BLUD.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target
akhir Rensira Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.5
dan Grafik 3.3.

Tabel 3.5
Target. Realisasi Dan Capaian Kinerja KU
“Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi”

= . Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2018
Tahun Realisasi '
Target Capaian Target a
2017 0% B0% 0% NA NA
2018 55% 100% 182% NA NA
Grafik 3.3

Target, Realisasi dan Capaian
Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik
dari BLUD vang dievaluas:

L

LUl JOLIR

B Targnl W Realmsase Capaian

Capaian sasaran program diukur melalui tiga IKU dengan ringkasan target, realisasi dan
capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.6
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Tabel 3.6
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian
IKL Sasaran Program Pangawasan 2

I Indikator Kinerja Sasaran - : Capaian |
I Mo, P Satuan | Target | Realisasi (%)
| Persentase hasil pengawasan
1:1 keinvestigasian yang dimanfaatkan k- a0 25 B0
| di parsidangan
Persentase hasil pengawasan ) =TT
1.2 kainvastigasian yang dimanfaatkan o [ 0 (i
olah APH
Persantase hasi pangawasan |
1.3 keinvastigasian yang dimanfaatkan O g5 100 154
oleh KILIPIK _ l

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dan tiga IKU yang mendukung capaian sasaran program
‘Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian®, terdapat satu IKL yang mencapai
lebih dari 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program “Meningkatnya Efekiifitas Hasil Pengawasan
Keinvestigasian” ini sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 2

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan

IKU "Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan” diukur
dengan menghitung jumlah pemberian keterangan ahli (PKA) tahun 2018 dibandingkan jumlah
banyaknya laporan hasil penghitungan keuangan negara (LHPKKMN) ditambah laporan
pengumpulan dan evaluasi bukt data elektronik (LPEBDE) selama tiga tahun terakhir.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realizasi KU Parsentase hasi pengawasan
keinvestigasian  yang dimanfaatkan ol =
PeErsIangan

EPKA Tahun 2018

Y LHPKKN + LPEBDE figa X 100%
tafin terakhir |

Realisasi IKU ‘“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” tahun 2018 adalah sebesar 25% alau lercapai 50% dar target sebesar 50%.
Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 2 kall Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di sidang
Pengadilan pada tahun 2018 dibandingkan dengan 8 Laporan Hasil Pengawasan
keinvestigasian yaitu Laporan Hasit Pengawasan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dan
Laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (LPEBDE) dalam tiga tahun
terakhir (2016, 2017, 2018),

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 25% mengalaml penurunan sebesar 19 %
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 44%. Demikian pula dengan capaian IKU
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tahun 2018 mengalami penurunan 61% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar
111%. Kondisi ini disebabkan terkendalanya pemenuhan kelengkapan pemberkasan perkara
oleh APH untuk dilimpahkan ke pengadilan tipikor .

Data reslisasi |[KU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di
persidangan” fidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2019 disebabkan karena pada
Renslra tidak spesifik mencantumkan target tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKL! agar dapat mencapai target tahun 2019
adalah meningkatkan kocrdinasi dengan APH,

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampal dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.7 dan Grafik 3.4

Tabel 3.7
Target. Realisasi Dan Capaian Kinerja
Capaian IKU
Terhadap Tahun barjalan Terhadap Tahun 2019
Tahun Realisasi L
Target Capaian Target F Capalan
2017 44% 40%, 111% A I MA
2018 25% 50% 0% NA | NA
Grafile 3.4
Target, Realisasi Dan Capatan Kinena (KU
Parsantasa hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan
e ] 1TIL)
Tl aa L Fall
IKU 2 Sasaran Program 2

Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

e

IKU "Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH diukur dengan
menghitung jumiah laporan hasil audit investinasi (LHAI) yang ditindaklanjutiidimanfaatkan

aparal penegak hukum (APH) tahun 2018 dibandingkan jumiah LHAI yang diterbitkan tahun
2018,

_‘_‘_‘__‘_‘__'_‘—i—\_
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Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

 XLHAl yang I
Realisasi IKU Persentase hasi pengawasan  _ cﬁl‘mdair&anguﬂh‘rm;nfaaman i |
keinvestigasian yang dimanfaatian oleh APH APH 201 00%

T LHAI yang tertit 2018
|

Realisasi IKU “Perseniase hasil pengawasan kelnvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH"
tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target sebesar 72%, dengan perhitungan
sebanyak 0 Laporan Hasil Audil Investigatif (LHAI) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh
APH pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2 LHAI yang diterbitkan pada tahun 2018,

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 0% lebih rendah 100% dibandingkan dengan realisasi tahun
2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 lebih rendah 100%
dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 100% . Kondisi ini disebabkan permintaan
audit investigatif yang ditindaklanjuli dengan penugasan audit investigatif baru diterima oleh
hidang investigasi pada bulan November 2018,

Data realisasi IKL "Perseniase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH"
tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2019 disebabkan karena pada Renstra tidak
spesifik mencantumkan target tersebut.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja program
"Persentase hasil pengawasan keinvesfigasian yang dimanfaatkan oleh APH" adalah dengan
meningkatkan koordinasi dengan APH agar permintaan- permintaan audit investigatif dari APH
yang disampaikan kepada BPKP Maluku Utara dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dalam pedoman penugasan keinvestigasian sehingga dapat ditindakianjuti.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.8 dan Grafik 3.5

Tabel 1.8
Target, Realisasi Dan Capaian Kinera KU
‘Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH"

Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2019
Tahurn Realisasi
Target Capalan | Targoet Capaian
2017 1002 7% | 143% A i NA
2018 0% 2% 0% NA e |
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Grafik 3.5
Target, Realizasi Dan Capaian Kinena

1 CHCh
HLk
Lil )

)

IKU 3 Sasaran Program 2
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan ofeh K/L/P/K

IKU! “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/IL/PK" diukur
dengan menghitung jumiah laporan hasil pemerksaan keinvestigasian tahun 2018 vang
ditindaklanjutifdimanfaatkan kementeran/ lembaga/pemda/korporasi (K/ILPK) tahun 2018
dibandingkan jumiah laporan hasil pemenksaan keinvestigasian yang diterbitkan tahun 2018.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

| L' LHP Keinvestigasian yang
IKU Persentase hasi pangawssan TL/dmantaatkan oleh KIL/PAK
' Fnefmfﬂﬁi'rgasian yang dimanfaatkan oleh = tahun berjelan X 100%

KPR " XLHP Keinvestigasian yang
|. forbit pada lahun beralan

Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/ILPK"
tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 154% dari target sebesar 65%, dengan
perhitungan sebanyak 33 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian (LHAI + Laporan Hasil
Pengawasan atas Current |ssues + Laporan Hasil Pengawasan dalam rangka pemberian
Rekomendasi Strategis/RS) yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018
dibandingkan dengan 33 Laporan Hasil Pengawasan keinvestigasian yang diterbitkan pada
tahun 2018,

Realisasi |KU tahun 2018 sebesar 100 % lebih tinggi 29% dibandingkan dengan realisasi tahun
2017 sebesar 71%. Demikian pula dengan capaian lKU tahun 2018 yakni sebesar 154% adalah
lebih tinggi 34 B5% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 119%.

h-_---_-_-__-_‘_—_'_‘—'—-—._
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Data realisasi |IKU “Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh
KILUPIK" tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2019 disebabkan karena pada Renstra
tidak spesifik mencantumkan farget tersebut.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinera sampal dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.9 dan Grafik 3.6

Tabel 3.9
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja IKL
“Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/ILIPIK®

Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2019
- Tahun Realisasi | : =
Target Capaian Target Capalan
2017 71% 80% 115% NA NA,
2018 100% B5% 1545 NA MA,
Grafik 3.6

Target, Realisasi Dan Cepaian Kinerja
Parsentase hasil pengawasan keinvestigasian vang dimanfaatkan olah KAL/PIK

15
L6
TSN
I ]
1. ]

Sasaran program “Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional”
didukung oleh capaian satu |KU yailu “Persentase penyelesaian hambatan kelancaran
pembangunan®. Uraian capaian IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 Sasaran Program 3
Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan

IKU “Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” diukur dengan
menghitung jumlah laporan hasil evaluasi hambatan kelancaran pembangunan (LHEHKP) yang
ditindaklanjuti tahun 2018 dibandingkan jumiah LHEHKP yang diterbitkan tahun 2018

-‘-_--_-_'_""'—‘-—-—-_._
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indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus;

— -

I LEHKF diindaklanjuli 2018
= X 100% |
TLEHKP 2018

Feglisasi KU Persentase penvelesaian hambalan
kelancaran pembangunan

Realisasi IKLJ "Persentase Penyelesajian Hambatan kelancaran Pembangunan yang
dimanfaatkan oleh KA/PAK" tahun 2018 adalah sebasar 100% atau tercapai 133% dan target
sebesar T75%, dengan perhitungan satu Laporan Penyelesaian Hambatan kelancaran
Pembangunan yang ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan atau pengguna barang/jasa
pada tahun 2018 dibandingkan dengan satu Laporan Penyelesaian Hambatan kelancaran
Pembangunan pada tahun 2018

Realisasi KU sampal dengan {ahun 2018 sebesar 100% meningkat 100% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 0%. Demikian pula dengan capaian |KU tahun 2018 meningkat
100% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0%. Faktor pendukung meningkatnya
realisasi maupun capaian |KU antara lain pada tahun 2017 permintaan penyelesaian Hambatan
Kelancaran Pembangunan dan K/ILPH di Provinsi Maluku Wara tidak memenuhi kriteria
penugasan Hambatan Kelancaran Fembangunan.

Data realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Hambatan kelancaran Pembangunan yang
dimanfastkan oleh K/L/P/K" tidak dapat diperbandingkan dengan Renstra 2018 disababkan
karana pada Renstra tidak spesifik mencantumkan target tersebul. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja |KU agar dapat mencapal target tahun 2019 diantaranya dengan
melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan pembangunan melalui media
massa dan media sosial serta berkoordinasi dengan instansi terkaif, misainya Bappeda di
wilayah kerna Perwakilan BPKP Maluku Utara

Perkembangan farget, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.10 dan Grafik 3.9

Tabel 3.10
Target, Realizasi Dan Capaian Kinerga KL
Persentase Penyelesaian Hambatan kelancaran Pembangunan yang dimanfaatkan oleh

KALIPIKT
Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2018
| Tahun Realisasi o " =
Target Capalan Target Capalan
2017 0% 70% 0% NA NA
2018 100%% 5% 1335 NA MA
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Grafik 3.9
Targel, Realzas Dan Capaian Kinerja
Persantzse panyelesaian hambatan kelancaran pambangunan

17 2118

| Target = Healisisl £ ahgratianry

Sasaran program didukung oleh capaian satu KU yaitu “Persentase KIL/IPK yang
mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)".

Capaian IKU diuraikan sebagai berikut:
KU 1 Sasaran Program 4

Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

IKK “Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)" diukur dengan
menghitung jumiah K/LPK yvang mengimplemeniasikan FCP (termasuk FRA) tahun 2018
dibandingkan jumlah penugasan terkait FCP/FRA tahun 2018

Indikator tersebut menceminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

R yang IMPL FCRFERA
Realisast KU Persentase KILIPK yang fahun begalan
mengimplementasiken FCP  (lermasuk = X 100%
iI FRA) I Panugasan yang telah
| dilakukan pada tahun berjalan

Realisasi IKU “Persentase Implementasi Fraud Contral Plan (FCP)Fraud Risk Assesment (FRA)
oleh K/IL/P/K" tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapal 192% dan target sebesar 52%,
dengan perhitungan empat penugasan Fraud Risk Assesment (FRA) dan salu penugasan
implementasi Fraud Conirol Plan (FCP) dibandingkan dengan lima Laporan Fraud Coniral Plan
(FCP)/Fraud Risk Assesment (FRA) pada tahun 2018.
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Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 0% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 100%. Capaian KLU tahun 2018 yakni 192% adalah lebih rendah
8% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 200%.

Data realisasi KU "Persentase Implementasi Fraud Control Plan (FCP)/Fraud Risk Assesment
(FRA) oleh K/L/P/K" tidak dapal diperbandingkan dengan Renstra 2019 disebabkan karena pada
Renstra tidak spesifik mencantumkan {arget tersebut.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapal dan meningkatkan kinera program
‘Persaniase K/L/IP/K yang mengimplementasikan FCP (lermasuk FRA)" tahun 2019 adalah
melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan K/L/P/K yang potensial untuk menerapkan
FCPIFRA

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.11 dan Grafik 3.10

Tabel 3.11
Targel, Reslisasi Dan Capaian Kinerja
Capaian KL
Terhadap Tahun barjalan Terhadap Tahun 2019
Tahun Realisasi =y gt o e
: ' Target Capaian Target Capaian
2007 1005 S0%% 200% MA M
2018 100% 52% 192% MA MNA
Grafik 3,10

Target, Realisasi Dan Capaian Kinarja
Meningkatrya kualilas lata kelola pemerniniab dan korporas) dalam pencegahan kosepe

200 .
152
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Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu “Persentase K/IL/P/K Anggota Komunitas
Pambelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat”

Uraian capaian IKU sasaran program “Meningkatnya kepedulian K/L/PK dan masyarakat
terhadap korupsi” ini adalah:

IKU 1 Sasaran Program 5

Persentase K/L/P/K Anggota Kemunitas Pembelafar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat

IKU “Persentase K/LIP/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsl (KPAK) yang
mengimplemeantasikan sistem pengaduan masyarakal" merupakan perwujudan  peran
pengawasan intern Perwakilan BPKP Maluku Utara dalam rangka membenkan pembelajaran
kepada K/LP/K dan masyarakat agar peduli terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dengan
mengimplementasikan sistim pengaduan masyarakat.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

e

Reafisasi IKU Persentass WALPK  Anggota £ KUF/K atau unit kera yang
Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang  _ ok it X 100%
mﬁmamn sislem  pengaduan I KAEK atau unit kefja yang
[ felah menjadi anggola KPAK
- 1

Pada tahun 2018 klienfunit kerja yang telah menjadi anggota KPAK yailu Kabupaten Halmahera
Barat. Kabupaten Halmahera Barat telah memenuhi tiga unsur kriteria. Dengan demikian
reafizasi K/L/P/K yang mengimpleamentasikan sistem pengaduan masyarakat adalah 100%.
Dibandingkan dengan target fahun 2018 sebesar 65%, kinerja realisasi 100% tersebut mencapai
154%. Penugasan terkait indikator ini dikoordinasikan oleh kelompok JFA Bidang Investigasi.

Realisasi IKU sampal dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 0% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 100%. Walau demikian, capaian KU tahun 2018 yakni 154%
adalah lebih rendah 13% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 167 %.

Dsta realisasi IKU “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)
yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakal® tidak dapat diperbandingkan
dengan Renstra 2019 disebabkan karena pada Rensira lidak spesifik mencantumbkan target
tersebut.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai dan meningkatkan kinerja program
‘Persentase K/L/P¥ yang mengimplementasikan sistm pengaduan masyarakat” dengan
meningkatkan koordinasi dalam pemantauan dalam jangka waktu satu tahun ke depan terhadap
anggota komunitas pembelajar anti korupsi
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Perkembangan targst, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 disajikan pada
Tabel 3.12 dan Grafik 3.11
Tabel 3.12

Targel, Realizas Dan Capaan Kmara [KU
“Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

mengimplementasikan sistem pangaduan masyarakat”

= _  Tahun berjalan Terhadap Tahun 2019
il i Target Capalan Target Capaian
2017 100% B0% 167% NA NA
2016 100% B5% 154% NA NA
Grafik 3.11

Targel, Realisasi Dan Capalan Kinerja
Persantase K/L/PIK Anggota Kamunitas Pambelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplemeantas:ikan
sislem pengaduan masyarakat

154
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Sasaran program "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda” dilengkapi dengan empat
indikator kinerja utama yang capaiannya pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.13
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Tabel 3.13
Ringkesan Targel, Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Sasaran Program Menmgkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda

No. Indikater Kinerja Sasaran Program Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%)
81 ;;ﬂﬁ ;’EmEﬁnﬁhniﬂ_ruvinsi dengan Maturitas = == 7 —
T i e S T N
B4 ;miwnm Kabupateniota dengan | . | ® = | =
; |

Dari Tabel dialas, dapal diketahul bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian sasaran
program "Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda”, satu IKU memiliki capaian lebih dari
100%. Dan sebelas Pemda yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak Sembilan Pemda
memperoleh tingkat maturitas SPIF level 3, sebanyak dua pemda level 2, serta tidak terdapat
pemda yang belum dilakukan assessmen! dan yang berada pada level 1 tingkat maturiltas
SPIPnya.

Uraian capaian masing-masing |KU sebagai berikut:

IKU 1 5asaran Program 6
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3

IKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3° merupakan indikator yang
mengukur persentase pemda provinsi di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan tingkat maturitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalan Intern Pemenntah (SPIP) level 3. Pengukuran dilakukan
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan
Strategi Paningkatan Maturitas SPIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus

Realisasi IKU Persenfase Pemeriniah Provingl _  + 1arget Pemproy Min Level 3 SPIF

| | = . X 100% |
dangan Maluntas SFIP level 3 * realisasi Pemprov Level 3 SPIP

FRealisasi [KLl "Persentase Pemenntah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 3° tahun 2018
adalah sebesar 100% atau tercapai 100% dari target sebesar 100%. Realisasi tersabut
berdasarkan hasil reviu Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Saat inl hasil reviu masih
dalam proses dilakukan quality assurance (QA) oleh BPKP.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% sama dengan realisasi tahun 2017
sebesar 100%. Meski demikian capaian |KU tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan
capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 tidak ada IKU "Persentase Pemenntah
Provinsi dengan Matuntas SPIP level 3", yang ada adalah “Persentase Pemerintah Provinsi
dengan Matuntas SPIF level 2°,
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Jika dibandingkan dengan target akhir pariode Renstra pada Tahun 2018 sebesar 100%, maka
realisasi IKU tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus
dipertahankan.

Upaya yang peru dilakukan untuk memperahankan kinerja KU agar dapat mencapal targst
tahun 2019 antara lain:

1. Femantauan penyelenggaraan SPIP pada Pemenntah Provinsl untuk mengintegrasikan
dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagal proses yang melekat/integral
dengan proses kegiatan lainnya

2, Mendorong Pemerintah Provinsi untuk menambah unit kerja yang ber-SPIP,

Perkembangan target. realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Wtara tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.14 dan
Grafik 3.12

Tabal 3.14
Target, Reatisasi Dan Capaian Kinerja
Persentase Pemernntah Provinsi dengan Maturitas SPIF leve! 3

= Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2019
Realisasi | Target | Capalan Target
2017 100%: =55 = 100%
2018 100% 100% 100% 100% r
Grafik 3.12

Perkembangan Leval Maturitas SPIP Provingi Maluku WHara

LA

1Lkl B

IKLf 2 Sasaran Program &
Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

KL “Persentase Pemenntah Provinsi dengan Matuntas SPIP level 2° merupakan indikator yang
mengukur persentase pemda provinsi di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan tingkat maturitas
penyelenggaraan SPIP minimal level 2. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala
BPKP Memar 4 Tahun 2018 lentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturtas
SPIP

_--_-_‘_\_-_‘_\_-_‘_‘_‘—\—-_
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Indikator tersebut mencarminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus |

X Pemprov Min Level 2 SPIF
= — & TO0%
X safurih Pemprov

Realisas] IKU “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP level 2° tahun 2018 adalah
tidak diperhitungkan disebabkan (KL tersabut felah ditargetkan pada level 3,

' Realisas! (KU Parsenfase Pemerntah Brovinsi
dengan Malunias SPIP level 2

- —

IKU 3 Sasaran Program 6
Persenfase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

IKU “Persentase Pemerintah !{abupatemﬁnla dengan Maturtas SPIP Level 3" merupakan
indikator yang mengukur persentase pemda kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara
dengan tingkat matuntas penyelenggaraan SPIP level 3. Pengukuran dilakukan berdasarkan
Peraturan Kepala BPKP Momor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Paningkatan Matuntas SPIP

Indikator tersebut mencemminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus;

ﬁ!ﬂaﬂsalsl KU  Persentase  Pemerintah = Pamkabdota Min Leve! 3 SPIF

Kabupaten/ota dengan Mafuntas SPIP Level 3 ¥ sefurah Pamikahiiots

Realizasi IKU "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" tahun
2018 adalah sebesar 50% atau mencapal 83% darn targel sebesar 60%, dengan perhitungan
lima Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maturitas SPIP level 3 dibandingkan dengan sepuluh
Pemernintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara.

Dalam periode tahun 2018, Perwakilan BPKP Provins: Maluku Utara lelah mengikutsertakan
detapan pemda dalam rangka Qualily Assurance (QA) oleh rendal. Hasilnya menyimpulkan
bahwa lima pemda telah mempercieh level 3 sebagaimana juga telah tertuang dalam LAKIP
Deputl PPKD sedangkan tiga pemda masih dalam proses Quality Assurance (QA) lanjutan oleh
rendal dan belum teriuang dalam LAKIP Deputi PPKD.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai minimal level 3 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara
yang mencapai minimal level 3 SPIP

X100

No. Nama Pemda Skor | Level
1, Kota Tidore Kepulauan 3.00 3
1_ Kéh:patm Halmahera Tmur = 304 e
3 Kabupaten Halmahera Utara 3.00 3
4 Kebupaten ﬁamaham Selatan : EDU 3
=5 Kabupaten Pulau Maorotal 3.00 d

") Shor dalam fabel adalah berdasarkan hasil QA rendal yang telah termuat dalam capaian LAKIP Depuli PPED
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Realizasi IKLl sampai dengan tahun 2018 sebesar 50% meningkat 30% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 20%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 sebesar 83%
meningkat 16% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 67%. Faklor pendukung
meningkatnya realisasi maupun capaian KLU antara lain |

1. Peningkatan jumlah anggaran untuk kegiatan pembinaan SPIP;

2 Peningkatan frekuensi penugasan pembinaan SPIP (berupa kegiatan Asistensi/bimiek
penyelenggaraan SPIP, Bimtek Penilaian Mandiri Maturitas SPIP dan reviu Hasil
Fenilaian Mandiri Maturitas SPIF).

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada Tahun 2019 sebesar 80%, maka
realisasi KL tahun 2018 mencapai 104%. Hal ini manunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus
dipartahankan

Upaya yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kinerja IKU agar dapat mencapai target
tahun 2019 antara lain:

1. Pemaniauan penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah kabupatenikota untuk
mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang
melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya.

2. Mendorong Pemerintah kabupatenfkota untuk mengembangkan SPIP  dengan
menambah unit kerja yang ber-SPIP.

3. Mendorong pemenntah kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen implementasi dan

dokumentasi pengendalian intem.

Perkembangan targel, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.16, Grafik
3.14 serta Grafik 3.15.

Tabel 3.16
Target, Realisasi Dan Capeian Kinerja
Parsantase Kab/Kola se-Provins: Maluku Utara dengan Maturitas SPIP level 3

Terhadap Tahun alan Terhadap Tahun 2019
Tahun Realisasi P . it il
Target Capaian Target Capaian
2017 20% 0% | B7% _ B0%
2018 50% B0% | 83% ']"_ 80% = ————
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Grafik 3.14
Targel, Realiszsi Dan Capaian Kinerja
Parsontase Pemennlah Kabupaten!/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Perkembangan Level Maturitas SPIP
Pemerintah Kabupaten/Kota

LS

-

Grafik 3.156

Perbandingan Capaian Kinera IKU
‘Persentase Pemanntah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3"
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IKU 4 Sasaran Program 6

Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2° merupakan
indikator yang mengukur persentase pemda kabupaten/kota di wilayah Provinsi Maluku Utara
dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP level 2. Pengukuran dilakukan berdasarkan
Peraturan Kepala BPKP Momor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas SPIF
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Indikator tersebut mencerminkan nifal kinerja yang diukur dengan rumus;

i Realisasi  IKU  Persentase  Pemarintah  _ & Pemkabikota Min Level 2 SPIP
KabupalenMola dengan Maturitas SFIP Lavel 2 - 'I::efdri.rﬁ' P;'E'mﬁ-ﬂb.-"kufﬂ =

Realisasl IKU “Persentase Pemerintah Kabupaten/Keta dengan Maturitas SPIP Level 2° tahun
2018 adalah sebesar 100% atau mencapai 250% dan targel sebesar 40%, dengan perhitungan
10 Pemernintah Kabupaten/Kola dengan maturitas SPIF minimal level 2 dibandingkan dengan 10
Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai level 2 disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.7
Pemerintah Kab'Kota so-Provins Maluku Utara
yang mencapai minimal leveal 2 SPIP

X 100% |

No. Nama Pemda Skor ] Level Status
Kabupaten Hatmahera Tengah i 20443 | 2 28 Panwakilan
2 | Kabupalen Pulau Taliabu = T 2 0A Perwakilan
| Skor | QA Parwakilan
3. | Kota Termats | menunggu 2 {Belum masuk LAKIP
hasil OA Deputi PPKD)
| Skor | . QA Perwakilan
4, | Kebupalen Haimahera Barat | manunggu < (Balum masuk LAKIP
hasil QA . Deputi PPKD)
Skor '
5. | Kebupaten Kepulauan Suls | menunggu 2 QA Perwakilan |
| hasil QA =

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 50% sama dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar
50%. Namun capaian |KU tahun 2018 sebesar B0% lebih rendah dibandingkan dengan capaian
tahun 2017 sebesar 100%. Hal ini disebabkan masih terdapat 2 (dua) pemda yang belum selesai
dilakukan QA oleh rendal,

Jika dibandingkan dengan target akhir penode Renstra pada Tahun 2019 sebesar 20%, maka
realisasi IKU tahun 2018 perlu ditingkatkan agar mencapal level 3 maturitas SPIP,

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinena |KL agar dapat mencapai target tahun
2018 antara lain:

1. Mendorong pemenintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemitmen implementasi dan
dokumentasi pengendahan intern.
2, Mendorong Pemerintah kabupalen’kota uniuk mengembangkan SPIP  dengan

menambah unit kerja yang ber-SPIP.

FPerkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.18 dan
Grafik 3.16
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Tabel 2.18
Targel, Realisasi Dean Capaian Kinerja

Perseniase Kab/Kola se-Provinsi Maluku Utara dengan Maturitas SPIP level 2

7 : Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2018
Tahun Realisasi e i gl z Eis
Target Capaian Target Capaian
2017 a40% 40% 100% -
2018 50% a0% BO% 70%
Grafik 3.18

Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
Persantase Pemerintah KabupatervKola dengan Maturitas SPIP Lavel 2
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Sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” didukung
empat indikator kinerja ulama yang capalannya pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.19

Tabel 3.19
Ringkasan Targel, Realisaz dan Capaian

Indikator Kinerja Sasaran Program Meningkatnya

Kapabitas Pengawasan Interm Pemenntah Daerah

‘No. Indikator Kinerja Sasaran Program Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%)
7.1 sm‘“mm:ﬂﬂ{‘fhpm“' 5% 100 100 100
R oA R P B
e A T T I N [ 100
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dar empat IKU yang mengindikasikan sasaran program
‘Meningkatnya kapabililas pengawasan intern Pemerintah Daerah®, terdapat dua [KLU yang
memiliki nilai capaian oufcome 100%.

Disamping itu, dari sebelas Pemda yang ada di Provinsi Maluku Utara sebanyak sepuluh Pemda
yang masuk dalam target pencapaian level 3 kapabilitas APIP pada Peranjian Kinera tahun
2018 sesuai dengan hasil guality assurance pada tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa
sepuluh Pemda tersebut sudah berada pada level 2 sehingga dapat ditingkatkan pada
kapabilitas APIP level 3. Satu APIP yakni Kabupaten Pulau Taliabu belum dimasukkan datam
target disebabkan level kapabilitas APIP masih berada pada level 1,

Liraian capaian |KLl sasaran program sebagai berikut:
IKU 1 Sasaran Program 7
Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

o P TIE - T o — ™ L

IKU "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3° mengukur persentase
APIP Provinsi Maluku Litara dengan fingkat kapabilitas APIP level 3. Pengukuran dilakukan
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas APIP.

Incikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

X Pamprov Min Level 3 APIP

Realizas KU Persertase  APIP Pemerintah

Frovins! dengan Kapabilitas Laval 3 X 100%

L Selurih Pamprov

Realisasi [KLl "Persentase Pamerintah Provinsi dengan Kapabilitas level 3 tahun 2018 adalah
sebesar 100% atau tercapal 100% dan target sebesar 100%. Realisasi tersebut bardasarkan
hasi reviu Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Saat ini hasil reviu masih dalam proses
dilakxukan guality assurance (QJA) olsh BPEKP.

Reslisasi IKU sampai dengan fahun 2018 sebesar 100% sama dengan reaksasi tahun 2017
sebesar 100%. Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 sama bila dibandingkan dengan
capaian tahun 2017 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir pericde Rensira pada
Tahun 2018 sebesar 100%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan
bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.

Upaya yang peru dilakukan untuk mempertahankan kinera IKU agar dapat mencapai target
tahun 2019 antara lain:

1. Pemantauvan penyelenggaraan kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi untuk
mangintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intem sebagai proses yang
melekatiintegral dengan proses kegiatan lainnya,

2. Mendorong APIP Pemerintah Provinsi untuk menambah jumiah auditor serta memastikan
proses karier dalam jenjang fungsional tertentu terimplementasikan dengan baik.

3 Mendorong APIP Pemeriniah Provinsl untuk melaksanakan penugasan berbasis audit
kinerja serta perencanaan pengawasan berbasis risiko.
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Perkembangan target, realizasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target akhir

Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara fahun 2018 disajikan pada Tabel 3.20 dan
Grafik 3.17.

Tabel 3.20
Targed, Realisas Dan Capaian Kinerja
Persentase Pemarintah Provinsi dengan Kapabihitas APIP laval 3

o Terhadap Tahun berjalan | ~ Terhadap Tahun 2018
un L
Realisasi Target Capatan Roealisasi Target Capaian
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 100% 100% 100% | 100% 100% 100%
Grafik 3.17
Targed, Realisasi Dan Cepaian Kinerja
Persantase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabdlitas Level 3
LR O3 TOHE CF 100 00
i
riiy’
103
{ : 1 1 L i 1 I
- E——— e —— T A
S0 1] i 15T
1] ekl I | i i
IKU 2 Sasaran Program 7

Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabhilitas Level 2

IKU "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2° mengukur persentase
APIP Provinsi Maluku Utara dengan tingkat kapabilitas APIP level 2. Pengukuran dilakukan

berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomer 5 Tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas APIP,

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi KU Persentase APIP Pemerintah _  — ' empmv Win Level 2 APIP

Prowvinst dengan Kapabilitas Level 2 T — T e X 100%
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Realizasi IKLI"Persentase APIP Pamarintah Provinsi dengan Kapabilitas Lavel 27 tidak dapat
diukur disebabkan sejak tahun 2017, Perwakilan BPEKF Provinsi Maluku Litara telah
menartgaetkan APIF Provinsi Maluku Utara dengan fingkat kapabilitas APIF level 3
sebagaimana yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2017.

KL 3 Sasaran Program 7
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

S —— —_

IKU “Persentase APIP Pemenntah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" mengukur
persentase APIP Kabupaten/Kota dengan tingkat kapabilitas APIP level 3, Pengukuran dilakukan
berdasarkan Peraturan Kepala BFKP Momor 5 Tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas AFIF.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinena yang diukur dengan rumus:

Realisas! (KU Fersentase APIF Pemenntah
Kabupalen/Kota dengan Kapabiitas Level 3

L Pemkabdiata Win Level 3 APIP
- - X 100%
L Saluruh Pemkabdola

Realisasi IKU “Persentase APIP Pemernintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" tahun
2018 adslah sebesar 80% atau lercapai B9% darn targel sebesar 90%, dengan perhitungan
delapan Pemerintah Kabupaten/Kola dengan kapabilitas level 3 APIP dibandingkan dengan
Sembilan APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi target Perwakilan BPKP Provinsi
Provinsi Maluku Utara. Ketidakcapaian target disebabkan lerdapat satu APIP yakni APIP
Kabupaten Pulau Morotai yang masih berada pada level 2 kapabilitas APIP

Fersentase target, realisasi dan capsian Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dengan
kapabilitas APIP level 3 disajikan pada Tabel 3.21 dan Tabel 3.22.

Tabel 3.21
Persentasa Target, Realisas dan Capaian
Kab/kola se-Pemerintah Provins dengan Kapabiiitas APIP leval 3

oo Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2019
Realisasi Targat Capaian | Realisasi Target Capaian
2017 20% 20% | 100% = B59: -
2018 205 5 g B5% - B5% -
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Tabel 3.22
Slatus APIP dengan Elemen Kapabililaz APIP laval 3
' Elemen IACM yang
Mo, Mama APIP memenuhl level 3 Status
R 1 |2]/3|4([8]6 : '
18 Parwakilan Reviu Randal
{LOAPIP- (SP-
1. | Kola Ternals W VI[N | 401/PWAIBREZDIE 2272030112018
tanggal 26 Okiober fanpgal 12
2018) Desember 2018)
1A Parwakilan Reviu Rendal
: (LOAPIP- (sp- -
2 E"tﬂ i W v v | v |400PwWausi20i8 2316/D3I01/2018
Sk tanggal 26 Oklober | tanggal 12 |
. 2018} Cezember 2018) |
QA Perwakilan F‘EE:_"" REn
Kabupaten [LOAPIP-
3| Halmahera Utara VIV V| sazpwaasizots 355;33‘2’2”2“13
tanggal 9 Jull 2018) Dagambmm 18)
k& Parwakilan Reviu Rendal
Kabi (LOAPIP- (8P-
4 Hahngm Selatan VIV V| 205PWalER018 2438/0301/2018
tanggal 2B Agusius tanggal 20
2018} Desambear 2018)
QA Perwakilan Reviu Rends|
(LOAPIF- (5P-
il v|v| v |zssPwaaszots | 23170302018
tangoal 26 Oktober tanggal 12
2018) Daseamber 2018)
i LA Perwakilan
| LEAPIP-
5 | f&?ﬂ'ﬂ:'ﬂ et V|V | Vv | 4B3PWIAE2018 -
tanggal 18 Desamber
2018}
QA Perwakilan
| (LQAPIP-
¥ ﬁ:?mﬁrr; Tengah ViV | V| 4BTPW3IRE2018 E
tanggal 18 Desember
| S018)
! | QA Perwakilan Reviu Rendal
; (LOAPIP- (SP-
B gzﬁﬁg a5 Vv v | 3oarwaseos 2456/D3/01/2018
| { | tanggal 28 Agusius t=nggal 20
e = _ | | 2018} Desamber 2018)

Realisasi |KU sampai dengan tahun 2018 sebesar B0% meningkat 60% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sabesar 20%, Meski demikian, capaian KU tahun 2018 turun menjadi 89%
atau lebih rendah 11% dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%. Kondisi ini
disebabkan karena terdapat satu APIP yakni APIP Kabupaten Pulaw Morotai yang belum dapat
mencapai target level 3 kapabiitas APIP.
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Upaya yang ditakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat mencapai target tahun 2019
antara lain:

1. Pemantauan penyelenggaraan kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mengintegrasikan dan menginlernalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang
melekatintegral dengan proses kegiatan lainnya teriebin pada APIP Kabupaten Pulau
Marotai,

2, Mendorong APIP Pemenntah Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah auditor serta
memastikan proses kaner dalam jenjang fungsional tertentu terimplementasikan dengan
baik.

3, Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Keta untuk melaksanakan penugasan berbasis
audit kinerja serta perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Perkembangan target, realisas dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan larget akhir
Renstra Parwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 disajikan pada Grafik 3.18

Grafik 3.1B
Target, Realisasi Dan Capaian Kinena
Parsantase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Leval 3
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IKU 4 Sasaran Program 7
Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

IKU “Persentase APIF Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3° mengukur

persentase APIP Kabupaten/Kota dengan tingkal kapabilitas APIP level 2, Pengukuran dilakukan
berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor & Tahun 2016 tentang Grand Design Peningkatan
Kapabilitas APIP.

Indikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus;

=
Realisasi IKU Persentass  APIP Pemerintah 2Pemiabicla MinLoverZ APIR

i |
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Realisasi IKL) “Persentase APIP Pemeriniah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2" tahun
2018 adalah sebesar 10% atau 100% dar target sebesar 10%, dengan perhitungan 1
Pemenntah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas minimal level 2 APIP dibandingkan dengan
target 10 APIP Pemerintah Kabupaten/¥ota .

Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 2 sebagai berikul
disajikan pada Tabel 3.23:

Tabel 3.23
Slafus APIP dengan Kapabilitas APIF lavel 2

Elemen IACM yang
No. Nama APIP memenuhi Imlui." Status
1121 3 4 |5| 8
| A Pervakilan
| (LOAPIP-
1. fbm'ﬂ"m v v | v | v sempwaaenois
cratal
| tanggal 20
' Desamber 2018)

Realisasi IKL sampai dengan tahun 2018 sebesar 100% meningkat 20% dibandingkan dengan
realisasi tahun 2017 sebesar 70%. Demikian pula dengan capaian IKL tahun 2018 lebih rendah
17% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 117%. Kondisi ini disebabkan
karena dua faktor yakni:

1) Target level 3 APIP Kabupaten Pulau Morotal belum dapat dicapai disebabkan karena
masih banyaknya infrastruktur peningkatan kapabililas APIP yang belum terpenuhi oleh
APIP Kabupaten Pulau Morotai,

2) APIP Pulau Taliabu belum dimasukkan dalam target Penanjan Kinera tahun 2018

sehingga tidak masuk dalam prioritas pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja |KU agar dapat mencapai target tahun 2019
antara lain;

1. FPemantauan penyelenggaraan kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang
medtekat/integral dengan proses kegiatan lainnya terlebih pada APIP Kabupaten Pulau
Morotal,

2, Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menambah jumlah audtor serda

memastikan proses karier dalam jenjang fungsional tertentu terimplementasikan dengan
baik,

3 Mendorong APIP Pemerintah Kabupaten/¥ota untuk melaksanakan penugasan berbasis
audit kinerja serla perencanaan pengawsasan berbasis risiko.

Ferkembangan arget, realisas: dan capaian kinerja sampal dengan tahun 2018 dan target
akhir Rensira Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 dissjikan pada Grafik 3.19
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Grafik 3.19
Targel, Realisaz Dan Capaian Kinedja
Parsenlase APIP Pemerintah Kabupalan/Kola dengan Kapabilitas Laval 2
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Sasaran program “Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama”
didukung dengan satu IKL! "Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama dengan target 8 Skala
1-10". Persepsi kepuasan terhadap sualu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan
ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan
puas atau tidak puas diperoleh melalui survei dengan menyebarkan kuesioner kepada para
penerima layanan, dalam hal ini pegawai, dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara uji

petik dan dihitung menggunakan metode skala 1-10. Survey yang dilakukan mefiputi dua bidang
layanan yaitu sub bagian kepegawsian dan umum sera sub bagian keuangan.

Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan Sekretanat Utama" sebesar 8.01 skala atau
mencapal 100,13% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala. Capaian tersebut merupakan

rata-rata capaian persepsi kepuasan pada bidang layanan sebagaimana disajikan pada
Grafik 3.20
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Grafik 3.20
Target dan Realisasi Kinarja
Kepuasan atas Pelayanan Sekretarist Utema dengan target B Skala 1-10

Capaian |KU dengan skala 8.01 menunjukkan bahwa layanan melebihi target harapan
stakeholders.

Fakior pendukung tingginya capaian IKLU antara lain karena adanya kemudahan dalam proses
layanan, responsif dalam menindaklanjuli keluhan seria sarana pengaduan atas keluhan yang
tersedia memadai.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar skala 8,01 atau naik 0,71 dibandingkan dengan realisasi tahun
2017 sebesar skala 7,30. Walau demikian, capaian IKU tahun 2018 sebesar 100,13 atau lebih
rendsh 3.87% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 104% . Kondisi in
disebabkan menurunnya kepuasan stakeholder terhadap informasi waktu layanan.

Jika dibandingkan dengan target akhir penode Renstra pada Tahun 2019 sebesar skala 7, maka
dengan realisasi IKU tahun 2018 yakni skata 8.01 maka capaian bila dibandingkan dengan target
renstra 2019 adalah 114,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus
diperahankan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinera IKU agar dapat mencapai target tahun 2019
antara lain;

T, Menindaklanjuti hasil kuesioner layanan kepuasan terlebih pada poin informasi layanan
2. Mempertahankan prosedural pengurusan layanan seria sarana pengaduan yang telah
mempearolen skor penilaian tertingai

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan target
akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2019 disajikan pada Tabel 3.24
dan Grafik 3.21

Tabel 3.21
Poarsantase Target, Realisasi dan Capaian KL

‘Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama"

el Terhadap Tahun berjalan Terhadap Tahun 2018
Realisas] Targot Capalan | Realisasi Target Capalan

2017 7.4 7.0 114 = o X

2018 B.01 B 100 - ) S
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Grafik 3.21
Target, Realisasi Dan Capaian Kinerja
IKL) Perseps: Kapuasan Layanan
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2,  ANALISIS CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Dalam Perkin tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ditargetkan 7 sasaran
kegiatan pengawasan dengan 7 indikator kinerja kegiatan (IKK) dan 2 sasaran kegiatan
dukungan pengawasan dengan B KK, Capaian |KK tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.22

Tabel 3.22
Targel Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2018

Target Realisasi Capajan
Satuan Tahun LD Kinerja
2018 2014 {%)

Indikator Kinarja
Keglatan

Sasaran Kegiatan

Tersedianya informasi hasil | 1.1 | Jumilah Laporan 6 | 56 100
pengawasan 260 P3SN di Laparan
Peraakilan Haad
Pangawasa
n PSK
BPKP
Parwakilan |
2 | Tersedianya nformasinasd | 21 | Jumiah Laporan | 13 | 13 100
Fengawasan siskeudas di LHP
Parwakikan Siskaudas
BRKP
| Perwakian
3 | Tersedianya nformas: hasil | 3.1 | Jumiah Laporan | 3 3 100
| pengawasan penerapan LHP .
SIMDA di Perwakilan SIMDA
EPEFP
Perwakilan |
4 | Tersedianya informasi hasil | 4.1 | Jumiah Leporan | &4 84 | 100
pangawasan 10 prioridas LHF BFER
nasicnal Ferwakilan
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Target Realisasl Capaian

Indikator Kinerja Satuan Tahun Tahun Hinﬂ'rj'i']

Sasaran Kegiatan :
Kegiatan 2018 2018 (%

§ | Tersedianya informasi hasil | 5. Jumkah Laparan
pengawasan Asian Games LHP Asian
| mAH Games
BREP
Perwakilan

| B | Tersedianyainformasinasd | 61 | Jumlah | Laporan 16 16 100
pembinaan SPIP Laparan
Penwakilan Hasd
Fambinaan
SPIP BPKP
Perwakilan

|7 | Tersedianya informasi hasil | 7.1 | Jumiah Laporan 21 21 100
pambinaan kapabilita APIP Laporan
Farwakilan Hasil
Feningkala '
n
Kapabilitas
APIP BPKP
Perwakilan

Sasaran Kegiatan Dukungan

1 | Tersedianya dukungan 11 | Jumiah Laporan 46 46 | a |
manajemsen dan layanan
pelaksanaan ugas teknig dukungan
lzinrya dalam mencapai marajemar
kepuasan tayanan Perwakilan
BPEP

2 | Termanfaatkannya Aset 21 |Teraksana |  Uni - - -
SRCErE optimal E
rehabifitasi
rumah
nagara
persvakilan
BPKP

22 | Tersediany | Und = | 3 150
a alat

pengoiahan
data BPEP

] 23 | Tersediany | Unit - -
i a meubalair
panwakilan

| BRKP

2.4 | Tersediany Lhnit B2 52 100
a alat
| rumak
| langga
. BEKP
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Targat Realisazi Capaian
Satuan  Tahun Tahun Kinarja
2018 2018 (%)

Indikator Kinerja

asaran Kegiata %
Sasaran Kegiatan Kegiatan

nya [
rehatilitas
kantar
Papyakilgn
BPKP

‘ |2 Terlakszna

|26 | Tersediany Lt
a sarana
prasarana
BPKP
27 | Teraksana U
nya
Fembangu
nan
Eaonstiruksi
Gadung

Capaian kinerja masing-masing IKK di atas diuraikan sebagai berikut;

L Sasaran Kegiatan 1: Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Pamal:llan‘l

Sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di Perwakilan® didukung
satu IKK® Jumiah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan”,

Realisasi oufput tahun 2018 sebanyak 56 laporan atau mencapai 100% dari targe! sebanyak
536 l[aporan.

Pada tahun 2017 laporan hasil pengawasan tidak dirinci menurut obyek pengawasan PSN
sehingga tidak dapat dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan tahun 2017

Kegiatan Hasil keglatan dari pengawasan PSN yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara antara lain sebagai berikut :

Pembangunan Jalan Nasional Lingkar Morotai,

Fembangunan PLTU 2 x 3 MW di Sofifi

Pembangunan Smelfer di Buli Halmahera Timur;

Fembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Buli, Halmahera Timur:
Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Morotai:
Revitalisasi Bandar Udara Sultan Baabullah Temate:

FPengembangan Bandar Udara Pitu Morotai; dan

Kawasan Strategis Panwisata Nasional (KSPN) Pulau Morotai

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp1.BG5 B84 457 atau
$9,65% dari anggaran fahun 2018 sebesar Rp 1.872.346.000 dan dengan SDM sebanyak 1.835
OH atau 54,61% dari rencana tahun 2018 sebanyak 3.360 OH.

e

Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumiah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan®
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinera tahun 2018
sebesar 100% lebih tingg! dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 99 85%,




f bpkp 3 , Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

PSN BPKP Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini lerlihat dan capaian indikator
kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018

sebesar 54 61%.

Easnmn Kegiatan 2 | Tersedianya informasi hasil pengawasan Siskeudes di Perwakilan

—

Sasaran Kegiatan " Tersedianya informasi hasl pengawasan Siskeudes di Perwakilan °
didukung satu IKK " Jumiah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan”,

Realisasi output tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau mencapai 177% dari target sebanyak
13 laporan. Hal ini disebabkan adanya tambahan 8 laporan sebagai hasil oufpuf dari 8 PKPT
tambahan

Pada tahun 2017 laporan hasil pengawasan fidak dirinci menurut obysk pengawasan
(Siskeudes, PSM, SIMDA) sehingga fidak dapat dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan tahun
2017,

Hasil kegiatan dar pengawasan Siskeudes yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Litara sebagai berikut :

1. Kegiatan Evaluasi Dana Desa per triwulan, dengan hasil secara umum masih terdapat
ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa dengan ketentuan;

2. Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes, dengan hasil 100% Desa di Provinsi Maluku Utara
telah menggunakan Aplikasi Siskeudes,

3. Workshop Keuangan Desa, dengan hasil meningkainya pemahaman Desa dan Perangkat
tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Jumiah desa yang telah mengimplementasikan Siskeudes sampai dengan tahun 2018
disajikan pada Tabel 3.23

Tabel .23
Jumlah Dasa yang Telah Mengimplemantasikan Siekeudas
Jumiah Jumlah Desa yang telah
fekopainnKots Desa | mengimplementasikan Siskeudes
1. Kota Tidare 48 (P 49
2 Kabupaten Halmahera Barat 188 189
| 3, Kabupatan Halmahara Tengah B 61
I 4, Kabupaten Halmahera Timur 102 102
IE: Kabupaten Halmahara Salatan 245 248
|8 Kabupaten Halmahera Utara 196 198
iy Kabupaten Pulau Morotai ] i B8
B Kabupaten Kepulauan Sula i 78
g Eabmatar!_ﬁﬁﬁ Taliabu = T
~ Jumiah | 1083 | 1.083

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar Rp 384.569.235 atau

98,98% dar anggaran tahun 2018 sebesar Rp388,592 000 dan dengan SDM sebanyak 527 OH
atau 67,56% dari rencana tahun 2018 sebanyak 780 OH,
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Dari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP
Perwakilan® telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dar capaian indikator kinera fahun
2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar
98,98%.

Dan sisi panggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Siskeudes BPKF Perwakilan® telah lercapai secara efisien. Kondisi ini tedihat dan capaian
indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% |ebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun
2018 sebesar 67 ,56%.

E Sasaran Kegiatan 3: Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di j

—

Sasaran kegiatan " Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di Perwakilan”
didukung satu IKK " Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan®.

Realisasi oulpuf tahun 2018 sebanyak 5 laporan atau mencapai 167% dari target sebanyak 3
laporan. Hal inl disebabkan adanya tambahan 2 laporan sebagai hasil oufput dari 2 PKPT
tambahan

Pada tahun 2017 laporan hasll pengawasan tidak dirincd menurut obyek pengawasan
{Siskeudes, PSN, SIMDA) sehingga fidak dapat dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan tahun
2017,

Realisasi |KK didukung dengan dana sebesar Rp84.122 419 atau 96,16% dari anggaran 1ahun
2018 sebesar Rp97.884.000 dan dengan SDOM sebanyak 108 OH atau 60% dari rencana tahun
2018 sebanyak 180 OH.

Diari sisi penggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan”
telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terfihat dari capaian indikator kinerja tahun 2018
sebesar 100% lebih tingg dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 96,16%.

Pemerintah Dasrah yang yang telah menerapkan SIMDA Perencanaan di Provinsi Maluku
Utara sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Pamerintah Daerah yang Telah Mengimplemantasikan
SIMDA Parencanaan

Penerapan SIMDA |
Pemerintah Dmt: p .ﬁ R Keterangan

1. Provinsi Maluku Utara s Sudah

2 Kota Ternate Sudah

3 . Menggunakan aplikasi
| Kot Tidarg Kepulawan Balum dari pinak ketiga
4 Kabupalen Halmahera Utera Sudah

5, Kabupaten Halmahera Saiatan —— Sudah
| 5, Kabupaten Halmahera Baral Sudah |

7. Kabupaten Halmahera Timur Sudah |

B. Kabupatan Halmahera Tengah Sudah

g, Kabupaten Putau Morotai Sudah

10 Kabupaten Kepulauan Sula Sudah

11 Kabupaten Pulau Talisbu Balum
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Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
SIMDA BPKP Perwakilan” telah/ belum tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian
IKK tahun 2018 sebesar 100% lebih linggl dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar
B0%.

\\ Sasaran Kegiatan 4: Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 priontas nasional J

——

Sasaran kegialan " Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional” didukung
satu IKK " Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan”. Realisas output tahun 2018
sebanyak 84 laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 64 laporan

Realisasi output hasll pengawasan perwakilan sampai dengan tahun 2018 secara fotal sebanyak
136 laporan lebih tinggi sebanyak 45 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017
sebanyak 91 laporan. Total 136 laporan hasil pengawasan melipuli targel laporan PSN 56
taporan, laperan Siskeudes 13 laporan, laporan SIMDA Perencanaan 3 laporan dan laporan hasil
pengawasan sebanyak 84 |laporan. Hal ini juga berdampak pada capaian owlpul tahun 2018
sebesar 100% lebih tinggl 1% dibandingkan dengan capatan tahun 2017 sebesar 99%. Kondisi
ini disebabkan pada tahun 2018 seluruh target oufput terealizasi dibandingkan dengan tahun
2017 dimana terdapat satu larget yang tidak lerealisasi

Beberapa kegiatan dari pengawasan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku

Utara terkait realisasi output "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan” sebagai
berikut :

1 Pengawasan pada Bidang Kesehatan.

Dilakukan audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Masional (JKN) dengan
simpulan antara lain sebegai berikut:

a. terdapat 565 peserta yang memiliki NIK ganda dan 152.176 peserla yang fidak
memiliki NIk

b. capaian pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 93,06% dar jumlah peserta
terdaftar sebanyak 745,756 pesera;

€. capaian nilai ketersediaan fasilitas dan peralatan di FKRTL/RSUD sebesar 0,6 atau
60% yang artinya belum sepenuhnya menyediakan fasilitas dan peralatan pelayanan
kesehatan,

d. persentase ketepatan jumlah pembayaran klaim dari BPJS Kesshatan Cabang
Temate ke RSUD sebesar 99,95%, sedangakan perseniase ketepatan wakiu
pambayaran klaim sebesar 80%.

2 Pengawasan pada bidang Kemaritiman dan Kelautan.

Dilakukan audit kinerja atas audit alas laporan kevangan Proyek CCDP dengan simpulan
antara lain anggota kelompok masyarakat penerima Proyek CCDP tidak tepat sasaran:
keberlanjutan Kelompok Masyarakat (Pokmas) khususnya masyarakat pesisir yang telah
memperoieh intervensi Dana CCDOP-IFAD yang akiif tidak diketahui dengan secara pasti
serla masih terdapatl pertanggungjawaban pengeluaran pada beberapa item kegiatan
yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya . Monitoring dan evaluasi Program
Prioritas Masional B12 Tahun 2017 juga telah dilaksanakan pada kegiatan Peningkatan
Keterampilan dan Perlindungan Melayan dengan bantuan premi yang tersalurkan
sebanyak 11.027 orang dar target sebanyask 5500 orang. Sedangkan kegiatan
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Hasil kegiatan dan pembinaan SPIP yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Utara sebagai berikul :

1. Pembinaan SPIP;
Coaching clinic SPIP
Pendampingan peningkatan maturitas SPIP pada 9 pemerintah daerah.

Bimbingan Teknis/Sosialiasi SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Penyelenggaraan Workshop Peningkatan SPIP

;o WM

Ualam rangka mendukung pemerintah daerah se-Provinsi Maluku Utara mencapai nilai
maturitas SPIP level 3, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah membangun aplikasi
Internal Control Self Assesment (ICSA), dan telah digunakan oleh Pemerintah Provinsi
Maluku Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara dan
Kabupaten Halmahera Selatan sedangkan pengawasan di instansi verdikal dilakukan
pendampingan penyusunan [aporan keuangan instansi verdikal dan penyelenggaraan SPIP pada
Fepolisian Daerah Maluku Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,

Capaian IKK didukung dengan dana sebesar Rp351.289. 797 atau 99,68% dar anggaran tahun
2018 sebesar Rp352.416.000 dan dengan SDM sebanyak 873 OH atau 90,94% dari rencana
tahun 2018 sebanyak 960 OH

Dan sisl penggunaan dana, indikator kinerja kegiatan “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
BPKF Perwakilan® telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja
tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggl dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar
99,68%.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
BPKP Perwakilan” telah secara efisien, Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2018 sebesar 100% lebih linggi dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 90,94%,

l Sasaran Kegiatan 7: Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabilitas APIP Pemakiran]

o

=asaran kegiatan " Tersedianya informasi hasil pembinaan Kapabiltas APIP Perwakilan
didukung satu IKK * Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan”

Realisasi oufpul fahun 2018 sebanyak 21 laporan atau mencapai 100% dari largel sebanyak
21 laporan. Realisasi oulput sampai dengan tahun 2018 sebanyak 21 laporan meningkat
sebanyak 9 laporan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 12 laparan dengan
capalan output tahun 2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%

Hasil kegiatan dan pembinaan kapabilitas APIP yang dilasksanakan Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara sebagal berikut

Coaching clinic APIP;

Diklat Teknis Substansi dan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP:
Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada 10 APIP Pemerintah Daerah;
Pembinaan ke-JFA-an APIP

- B =
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Realisasi indikator kinerja keglatan didukung dengan dana sebesar Rp397.174.863 atau
99,50% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp3%9.168.000 dan dengan SOM sebanyak 513 OH
atau 40,71% dan rencana tahun 2018 sebanyak 1.260 OH,

Dan sisi panggunaan dana, IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP
Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja tahun
2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar
99.50%.

Dar sisl penggunaan sumber daya manusia (QOH), IKK “Jumlah Laporan Hasil Peningkatan
Kapabilitas APIF BPKP Perwakilan™ tefah tercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian

indikator kinerja tahun 2018 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian OH tahun
2018 sebezar40.71% .

_-—-'Fr'_._._
Sasaran Kegiatan Dukungan 1: Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya dalam mencapal kepuasan layanan
_-—'_"l.-_-_

Sasaran kegiatan " Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
dalam mencapai kepuasan layanan” didukung satu IKK * Jumlah Laporan Dukungan
Manajemen Perwakilan BPKP". Realisasi output tahun 2018 sebanyak 46 laporan atau
mencapai 100% dari target sebanyak 46 laporan,

Rincian laporan dukungan manajemen sebanyak 46 laporan disajikan pada Tabel 3.25

Tabel 3.25
Laparan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Tahun 2018

=
=}

LAPORAN DUKUNGAN MANAJEMEN JUMLAH OUTPUT

|1 | Rencana Kinerja Tehunan (RKT) - 1 Laporan
| 2 F'aﬂarulan Kirerja :F'ﬂrh.ln} 1 Laporan
3 | Laporan kinena 1 Laparan
| 4 | Laporan Gubemur | 2 Laporan
| 5§ | Laporan Hasil Pengawasan ——— 3 Laparan
l & | Panyusunan dokumen rapat kerja /koordinasi pengawasan 1 Laporan
| 7 penyustnan RKA 2 Laporan
| 8 | Penyusunan Lapman Keuangan Tahunan 2017 _ 2 Laporan
8 | KoardinasiiPenyusunan LRA Bulan Januari 2018 10 Laporan
| 10 | Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM 1 Laporan
11 | Penyusunan Laporan Budaya Kerja 2018 2 Laporan
12 | Penyusunan Laporan GDN 2018 12 Laporan
13 | Penyusunan Laporan Kehumasan 2018 4 Laporan
14 Panyusunan taparan mutasi, promosi, dan kenaikan paﬂgkat |00 2 Laporan
_| lerpadu pagawai ) -
15 | Penyusunan Lapnmn Panghamﬂan Energi 2018 _ 2 Laporan
| Jumlah - 46 Laporan
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Realisasi oulpul sampai dengan tahun 2018 sebanyak 46 laporan meningkat sebanyak 5 laporan
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebanyak 41 laporan dengan capaian output tahun
2018 sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%.

Realisasi kinerja kegiatan didukung dengan dana ssbesar Rp10.982.572.495 atau 99.62% dari
anggaran tahun 2018 sebesar Rp11.024 8562 000 Dan sisi penggunaan dana, IKK “Tersedianya
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan” telah tercapai secara efisien. Kondisi ini terdihat dari
capaian IKK tshun 2018 sebesar 100% lebih tingg! dibandingkan dengan capaian dana tahun
2018 sebesar 99 62%.

e

Sasaran Keglatan Dukungan 2: Termanfaatkannya aset secara optimal

e

Sasaran kegiatan “Termanfaatkannya asel secara optimal’ didukung tiga IKK dengan target,
realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.26

Tabel 3.26
Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2

Satuan Target Realisasi Capaian (%)
Terlaksananya rehabilita= rumah Uit '
negara perwakilan BPKP i - ' 2
2 E{:ﬁﬁpﬁ alat pangolahan Urit 2 3 150
Tersedianya meubelair Il
perwakilan BPEP

Tersedianya Alat Rumah tangaa . )
i s angd Uni 52 52 100

Lini - . S

| perwakilan BPKP i e ... 19

I Tarsedianya

¢ | Do nya sarana prasarana it ) ‘ )
| | Terlaksanannya Pembangunan | | B
| Konstruks: Gedung

it = 2 <

Uraian capaian IKK sasaran kegiatan dukungan “Termanfaatkannya ase! secara optimal®
sebagal

IKU 1 Sasaran Keglatan Dukungan 2
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP

Tidak terdapat realisasi capaian |KU *Terlaksananya Rehabilitasi Rumah MNegara Perwakilan
BPKP" tahun 2018, Kendisi ini disebabkan karena dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tidak ditargetkan IKU “Terlaksananya Rehabilitasi
Rumah Negara Perwakilan ERPKP"
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Realisasi IKK didukung dengan dana sebesar Rp399.830.000 atau 98,78% dari anggaran tahun
2018 sebesar Rp404.780.000. Dan sisi penggunaan dana, IKK 'Tersedianya Rehabilitasi Kantor
Perwakilan BPKP" telah lercapai secara efisien. Kondisi ini terlihat dari capalan 1KK tahun 2018
sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana tahun 2018 sebesar 98, 78%.

IKU 6 Sasaran Kegiatan Dukungan 2
Tersedianya Sarana Prasarana BPFKP

Tidak terdapat realisasi capaian KU "Teraksananya Rehabilitasi Rumah Megara Perwakilan
BPKP® tahun 2018 Kondisi inl disebabkan karena dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018
Perwakilan BFKP Provinsi Maluku Utara lidak ditargetkan |KU “Tersedianya Sarana Prasarana
BPKP*

IKU 7 Sasaran Kegiatan Dukungan 2
Tersedianya Pembangunan Konstruksi Gedung BPKP

— — - mr

Tidak terdapal realisasi capaian IKU "Terlaksananya Rehabifitasi Rumah Megara Perwakilan
BPFKP” tahun 2018. Kondisi ini disebabkan karena dalam Peranjian Kinerja tahun 2018
Perwakilan BFKF Provinsi Maluku Utara tidak ditargetkan IKU “Tersedianya Pembangunan
Konstruksi Gedung BPKP"
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Secara keseluruhan pada kegiatan PKAL, capaian penggunaan sumber daya manusia {OH)
sebanyak 1.990 OH atau 148,18% dan rencana tahun 2018 sebanyak 1.343 OH. Dari sisi
penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK “Tersedianya Laporan Dukungan Manajemen
Perwakilan® telah lercapai secara efisien walaupun dari capaian IKK tahun 2018 sebesar 100%
llebih rendah dibandingkan dengan capaian OH tahun 2018 sebesar 148,18%. Hal ini
disebabkan beberapa penugasan pada PKAL dilaksanakan dengan surat tugas namun fidak
dihitung dalam outpul laporan melainkan oculput sural maupun transaksi pembayaran
semisainya penugasan ke KPPN dengan oulput transaksi keuangan berbasis online,
pembayaran tagihan bulan (listrik, iglpon, internet) dengan cutput berupa kuitansi dan kegiatan
[ain yang sejenis dengan hal tesebut.

3. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

Penghargaan yang diterima oleh perwakilan BPKP Provinsi Maluku Wlara pada tahun 2015
sampai dengan 2018 disajikan pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27
Panghargean yang diterima Perwakilan BPKP Proving Maluku Utara
selama kurun wakiu 5 tahun

InstansilLembaga
Tahun Uralan Ringkas
Nao, MNama Penghargaan Yang Memberi
. P'F'ﬁ_l_“_l,[ﬂ_if!-" | Penghargaan Panghargaan
1 Und Kerja Perwakilan Sestama BPEP 2m7 Terbaik [l Pencapaian
BRFEP IKPA Terbaik Trwulan i
: : | Tahurn 2018 kategor
Pancapaian IKPA Terbaik Perwakilan Eks Eh?aﬂg.ra
2 | Unit Kerja Perwakilan | Deputi PPKD 2017 Terbaik 11l Performance
| BPKP Award 2017 kategon
| Prci e Implamantas SIS
i Fers
{ SIMDA Perencanaan bekabond
e P R (STTTEEY | i I T N
3 | Unit Kena Perwakilan Hapala BPKP 2017 Tertaik |1 urituk
| BPKE panyerapan anggaran
Pencapaian Penyerapan
AMggaran
"4 | Finerja Pelaksanaan | Dirjen 2018 Peringkat 1 Kinerja
Anggaran Semestar | 2018 Perbendaharaan Petaksanaan Anggaran
kalegori Wil Pengeloiaan | Provinsi Maluku Utara | Terbaik Semester |
Angoaran Bosar Tahun 2018 Kalegon
Hemeniarian
NegerilLembaga
Fengelola Anggaran
e = : ! _ | Besar
5 Unit Kena Perwakilan [ Bastama BPHP 2097 Terbaik [l Pencapalan
BFRKP IERPA Terbaik Trwlan il
| 2 Tahun 2013 kategon
| Pancapasan IKF Terbalk Perwakilan Eks Madya.
| i |
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4, REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara tahun 2018 sebesar
Rp15.257.616.574 atau terserap 99.57% dibandingkan dengan anggaran revisi tahun
2018 sebesar Rp15.324.075.000,

Rincian anggaran per jenis belanja disajikan pada Tabel 3.28 dan Grafik 3.2

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Belanja
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara TA 2018

Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
Belanja Pegawai 8.937 950.000 B.905.087 322 99,63
Belanja Barang/Jaza 5 A28 465,000 5,798,109 252 93,579
Belanja Modal 558 650,000 554420 000 499,06

Total Belanja 15.324.075.000 15.257.816.574 99,57

Grafik3.23

Realisasi Anggeran Belanja
Perwakitan BPKP Provinsi Maluku Utara

FA00 palania Modal

89 51

Belanja Haranp/lasa

99,63

m Balania Pepawa m Belamna Baramg/lass Belanja Moda
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BAB IV
PENUTUP

Laporan  kinerja  Perwakilan BPKP Maluku Utara  merupakan  bentuk
ﬁeﬂamgur@awahan kinerja dalam mencapal sasaran program untuk mendukung
- pe FEPE.’IHH tujuan/sasaran strategis BPKP. Laporan menysjikan informasi realisasi
¥ Drogram dihamﬂngkan dengan target, disertai analisis qap&g_f;:h atas target dan

opels guna; mber daya dalam rangka evaluasi guna pa;half-:an di masa ‘I’EH‘EI
akan dalﬂng - 4;'13:5‘4“

i' . Simpulan realisasi capaian h:neﬁawparan program dengan indikator ki Kinerja: nr
- program/utama tIKU} tahun 2018 masing-masing disajikan sebagal berkut
~“Tabel 4.1: -

LY
P

Tabel 4,1 . y W
j “ApaEan Sasaran Program dan Indikator mﬂﬁr]lTahmzﬂfllr*— Lﬁ;_r-,h‘ -
- Parwakilan BPKP P Ins: Maluku Utara ‘. -
. : .
Capalan KU E,., B!
i '-ﬁl T:
| 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan IKU 1 tercapai 108% | o 4 h"'.n
| O Pengelolaan Keuangan NegeralKorporasi . f -
i : KU 2 tercapai 0% - ™
- .
| B
],' [¥1) 2 tercapal 0% | ,1%‘
; KL} 4 tercapal 1%
M o | |
: KU 5 lercapai 1B2%
et (Sasaran Program Capaian IKU
2, M inya Efektivilas Hasil P Kai igasi .
eningkainya Efektivilas Hasll Pengawasan Keinvestigasian 1 6 tercapal 50%
KU T fercapai 0%
IKLF 8B tarcapal 154%
KL & tarcapai 0% ¥
i i 1{ -
[EU 10 larcapai 0% I il
3. Meningkainya Penyelesaian Hambstan Pelaksanzan KU 11 tercapai 133% i -

:F'arnbangunan Masional i

- - . _— _ e —— - —"
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4. Meningkainya Kualitas Tata Kelola Pemarintah dan Korporasi
Dalam Pencegahan Korups

5. Meningkatnya Kepedulian K/IL/P/K dan Masyarakat Terhadap I
Korupsi

£, Meningkalnya Kualilas Penarapan SPIP Pemda

KU 12 tercapar 152%

IEL 13 tercapai 154%

1LY 14 tarcapal 100%
KU 15 tercapal 0%

KU 16 lercapa 83%

_IKU 17 tercapal 75%

{7, Meningkairiya Kapabilitas Pengawasan [ntern Pemda IKU 18 & | 100%

KL 18 tarcapai 0%
B 20 lercapal B9%

IKLE 2T tercapal 100% [

£ Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

& i1
Sekratarial Utama KL 22 tercapai 100,13%

Realizsasi Capalan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2018 Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku Utara ditunjang oleh capaian 100% capaian outpul dan realiasi anggaran

sebesar 89,57%. Dalam hal dukungan manajemen, capaian tingkat kepuasan pengguna layanan
dukungan manajemen tercapai skala 8,01 atau 100,13% dari target skala 8.







